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Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022  ini adalah sebagai tolak 

ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban serta 

implementasi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. 

Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan Pelaksanaan 

kegiatan tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan 

masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai lembaga penegak 

hukum. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri 

Sinabang Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan 

kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2022.  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas  dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat 

ekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis 

yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam 

pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas  dan fungsi 

tersebut dengan sebaik-baiknya. 

khirnya dengan telah disusunnya Laporan Pelaksana Kegiatan Tahunan 2022  ini, kami berharap 

semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman  untuk peningkatan 

kinerja pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

Pengadilan Negeri Sinabang adalah Pengadilan Tingkat Pertama di bawah naungan 

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan ditingkat pertama. Dengan semangat 

reformasi dan birokrasi yang terus bergulir peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

merupakan  titik utama penyelenggaraan layanan peradilan saat ini.    

Hal tersebut selaras dengan visi Pengadilan Negeri Sinabang yaitu “Mewujudkan Pengadilan 

Negeri Sinabang Yang Agung”, visi  tersebut dapat tercapai bila Pengadilan Negeri Sinabang 

dapat mewujudkan tujuan sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sinabang dapat memenuhi butir 1 dan 2 

di atas. 

Guna mencapai tujuan tersebut Pengadilan Negeri Sinabang harus menetapkan rencana 

strategis tahun 2020 - 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Sinabang adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusa pengadilan. 

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi 5 (lima) tahun kedepan, 

Pengadilan Negeri Sinabang mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan 

pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program Kegiatan untuk 

mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035. 

Adapun program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan. 

2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan. 

3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan. 

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan. 

5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum. 

7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern. 
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Selain hal diatas sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dalam agenda 

pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Sinabang dengan sumber daya manusia yang 

ada, Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

para pencari keadilan, mewujudkan cita-cita pembaharuan badan peradilan dan mewujudkan 

Pengadilan Yang Agung (Court of Excellence). Komitmen memberikan layanan yang terbaik 

bagi masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam program kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

a. Website Pengadilan Negeri Sinabang 

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka pada Pengadilan Negeri 

Sinabang juga telah membuat website PN Sinabang dengan alamat : www.pn-

sinabang.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada 

masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat. 

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

SIPP di Pengadilan Negeri Sinabang juga telah disinkronisasikan dengan website 

Pengadilan Negeri Sinabang sehingga masyarakat pencari keadilan dapat 

mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara 

langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di https://sipp.pn-

sinabang.go.id/ 

c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

Guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, 

tepat, lengkap, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai sarana/medianya, Pengadilan Negeri Sinabang telah 

menyediakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang 

dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 

2. Program Penyelesaian Perkara 

Pada tahun 2022 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri 

Sinabang terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara 

tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan 

penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sinabang pada Tahun 2022 Ketua 

Pengadilan Negeri Sinabang mengeluarkan kebijakan yaitu: 

a. Mengimplementasikan “One Day Minutation” sebagai langkah agar 

prosentase SIPP Pengadilan Negeri Sinabang meningkat. 

b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan 

dibacakan. 

https://sipp.pn-sinabang.go.id/
https://sipp.pn-sinabang.go.id/
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c. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court 

calendar. 

d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada 

SIPP. 

e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) E-

court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang 

memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara 

online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendaftaran 

secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon 

(pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online). 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP. 

 

3. Pengawasan Rutin / Reguler 

Pengadilan Negeri Sinabang terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang 

dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun 

Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.  
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BAB II 

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM 

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA. 

 

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan umum, Pengadilan Negeri  Sinabang memiliki tugas pokok : 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukankepadanya sesuai dengan 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. 

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yaitu meliputi wilayah seluruh 

Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah kurang lebih  2.310 km2 terletak antara 02° 

02’ 03’’- 03° 02’ 04’’ Lintang Utara dan 95° 22’ 15’’ – 96° 42’ 45’’ Bujur Timur. Merupakan 

daerah kepulauan terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue 

± 100,2 km dan lebar antara   8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan 

pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha. 

Batasan wilayah adalah sebagai berikut : 

Sebelah barat     : berbatasan dengan Samudera Hindia 

Sebelah utara      : berbatasan dengan Samudera Hindia 

Selebah timur     : berbatasan dengan Samudera Hindia 

Sebelah selatan    : berbatasan dengan Samudera Hindia 

Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 

(sepuluh) kecamatan yang terdiri dari : 

1. Kecamatan Simeulue Timur. 

2. Kecamatan Simeulue Tengah. 

3. Kecamatan Simeulue Barat. 

4. Kecamatan Teupah Barat. 

5. Kecamatan Teupah Selatan. 

6. Kecamatan Teupah Tengah. 

7. Kecamatan Teluk Dalam. 

8. Kecamatan Alafan. 

9. Kecamatan Salang. 

10. Kecamatan Simeulue Cut 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue sebanyak 93.762  jiwa (Sumber Disdukcapil 

data tahun 2021). 

Dengan wilayah hukum yang terdiri kepulauan menjadi tantangan tersendiri terhadap 

penyelenggaran peradilan di kabupaten Simeulue.   

Berikut disajikan data Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang periode 

januari – desember 2022  : 

 

Tabel 1 : Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sinabang 2022 

 
No 

 
Perkara 

Sisa Tahun 
2021 

Masuk 
Tahun 
2022 

Putus 
Tahun 2022 

Sisa 
Perkara  

A Perkara Pidana     

 Pidana Biasa 1 13 14       0 

 Pidana Singkat 0 0 0 0 

 Pidana Cepat 0 2 2 0 

 Lalu lintas 0 120 120 0 

 Pidana Anak 0 0 0 0 

 Pidana Praperadilan 0 0 0 0 

B Perkara Perdata          0 

 Perdata Gugatan 1 3 1       3 

 Perdata Permohonan 0 36 36 0 

 Gugatan Sederhana 0 0 0 0 

 Perlawanan ( Derden 

Verzet) 

1 0 1 0 

 Jumlah 3 174 174 3 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang. 

B. PENYELESAIAN PERKARA. 
 

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS 

Sisa Perkara tahun 2022, telah diputus pada tahun 2022 dengan rincian sebagai 

berikut : 
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Tabel 2 : Sisa Perkara Pengadilan Negeri Sinabang yang diputus tahun 2022 

 
No 

 
Perkara 

Sisa Tahun 
2021 

Di Putus 
Tahun 2022 

Sisa 
Perkara 

A Perkara Pidana    

 Pidana Biasa 1 1 0 

 Pidana Singkat 0 0 0 

 Pidana Cepat 0 0 0 

 Lalu lintas 0 0 0 

 Pidana Anak 0 0 0 

 Pidana Praperadilan 0 0 0 

B Perkara Perdata    

 Perdata Gugatan 1 1 0 

 Perdata Permohonan 0 0 0 

 Gugatan Sederhana 0 0 0 

 Perlawanan ( Derden 

Verzet) 

1 1 0 

Jumlah 3 3 0 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang. 

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU 

Seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2022 

dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri 

Sinabang tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel  : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Diputus tepat waktu 

Tahun 2022 

 
No 

 
Perkara 

Jumlah 
perkara yang 

diputus 
tahun 2022 

Putus 
Tahun 2022 

(Tepat 
waktu) 

Putus Tahun 
2022 (Tidak 
tepat waktu) 

A Perkara Pidana    

 Pidana Biasa 14 14 0 

 Pidana Singkat 0 0 0 

 Pidana Cepat 2 2 0 

 Lalu lintas 120 120 0 

 Pidana Anak 0 0 0 

 Pidana Praperadilan 0 0 0 

B Perkara Perdata    

 Perdata Gugatan 1 1 0 
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 Perdata Permohonan 36 36 0 

 Gugatan Sederhana 0 0 0 

 Perlawanan ( Derden Verzet) 1 1 0 

 Jumlah 174 174  

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang. 

3.     JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM 

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang yang tidak mengajukan 

upaya hukum pada tahun 2022. 

 

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Tidak Melakukan Upaya 
Hukum Tahun 2022 

N
O 

Jenis perkara 
Perkara Putus 

Tingkat Pertama 

Banding Kasasi PK 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Pidana Biasa 14 5 9 5 9 0 14 

2. Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 0 

2. Perdata 

Gugatan/Bantahan 
2 1 1 0 2 0 2 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang 

 

4.     JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri sinabang yang berhasil di 

mediasi pada tahun 2022. 

Tabel  : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2022 

No Jumlah Perkara Perdata Masuk 

Jumlah Perkara Yang di Mediasi 
 

Berhasil Gagal 

1. 4 0 4 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang 

 

5.      JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI 

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Sinabang masuk dalam 

proses persidangan pada tahun 2022. 
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Tabel  : Jumlah Perkara Anak Tahun 2022 

NO Perkara anak yang masuk Diversi Berhasil Gagal Ket. 

1     Tidak ada 

perkara 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang 

 

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN). 

 

Menurut Komite Akreditasi Nasional (KAN) : Akreditasi adalah pengakuan formal yang 

diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi 

dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.  

Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu institusi berdasarkan kriteria (standar) 

yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi yang hasilnya diwujudkan 

dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan 

tertentu 

Ruang lingkup dari sistem manajemen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan 

Umum mencakup :  

• Penerimaan permohonan Akreditasi  

• Perencanaan Asesmen dan Akreditasi  

• Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen  

• Pelaksanaan Asesmen  

• Laporan Asesmen  

• Pengambilan Keputusan Akreditasi  

• Pengawasan (Surveilan). 

Ruang lingkup implementasi sistem untuk Pengadilan Negeri meliputi seluruh proses 

pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit pada Pengadilan Negeri 

meliputi:  

• Manajemen peradilan.  

• Administrasi perkara.  

• Administrasi persidangan.  

• Administrasi umum.  

• Pelayanan publik.  

• Pengelolaan kas.  

NIHIL N  I  H  I  L 
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• Pengadaan barang dan jasa.  

• Pengawasan.  

• Penanganan pengaduan.  

Unit di Pengadilan Negeri yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:  

• Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua  

• Hakim/ Majelis Hakim  

• Panitera  

• Sekretaris  

• Kepaniteraan, yang terdiri:  

• Panitera Muda Perdata  

• Panitera Muda Pidana  

• Panitera Muda Hukum  

• Panitera Pengganti  

• Jurusita  

• Kesekretariatan, yang terdiri:  

• Sub Bagian Umum dan Keuangan  

• Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana  

• Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja 

Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent –

ICPE)  

Pengadilan Negeri Sinabang telah terakreditasi dengan penilaian A (excelent) pada 

tahun 2022 dengan Nomor : 61/DJU/SK/OT 01.3/4/2022 tentang Niai Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022. 

Dengan nilai score 711 (A), Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen untuk tetap 

menjaga akreditasi tersebut dengan meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan. 
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- POSBAKUM 

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap 

kantor Pengadilan Negeri Sinabang. 

Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh 

pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama 

dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan 

memberikan layanan hukum sebagai berikut: 

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; 

2. Bantuan pembuatan dokumen hukum; 

3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana 

maupun perkara perdata; 

4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya 

perkara sesuai syarat yang berlaku; 

5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat 

sesuai syarat yang berlaku. 

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sinabang Memperoleh anggaran pos 

Bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) 

dengan lamanya jam layanan 192 (seratus sembilan puluh dua) jam layanan, berikut data 

pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sinabang : 

Tabel : Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022. 

No Triwulan Realisasi 

Jam 

Layanan 

Jumlah Masyarakat 

yang Menerima 

Layanan 

Nama organisasi 

Pemberi Jasa 

Keterangan 

1 I 48 9 LKBH Simeulue  

2 II 48 10 LKBH Simeulue  

3 III 48 23 LKBH Simeulue  

4 IV 48 13 LKBH Simeulue  

Jumlah 192 55   

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang 
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- PELAYANAN TERPADU 

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan Negeri 

Sinabang Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan dapat 

dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sinabang 

Selama Tahun 2022 

        

NO SATKER 

Total Jumlah 
Layanan yang 

diberikan 
(Orang) 

Nama Layanan  

 Layanan 
Pidana 
(Orang)  

 Layanan 
Perdata 
(Orang)  

 Layanan 
Tipikor 
(Orang)  

Layanan 
Hukum  
(Orang) 

 Layanan 
Umum 
(Orang)  

1 PN Sinabang 
                                   
173  

                               
59  

                               
29  

                                  
-  85 

                                  
-  

Sumber data : layanan PTSP Pengadilan Negeri Sinabang . 

 

- PERKARA PRODEO 

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-

pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau 

kepada Ketua Majelis Hakim, Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan 

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen 

biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, 

biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, 
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biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas, Bagi masyarakat yang tidak mampu 

dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan 

mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan: 

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau 

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau 

Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program 

Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan 

hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan 

beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua 

Pengadilan. 

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo: 

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung. 

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh 

Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) 

memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak 

lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di 

muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon. 

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, 

Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan 

dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke 

Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk 

diputus apakah dikabulkan atau tidak. 

d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin 

berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan 

atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja. 

e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak 

dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti 

layaknya berperkara secara umum. 

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan 

anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat 

secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah 
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diakses. Pada tahun 2022 Tidak tersedia Anggaran guna penyelesaian perkara 

secara Prodeo. 
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BAB. III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Sebagai Instansi pemerintah yang memberi Pelayanan Publik di bidang peradilan, Kualitas 

Pelayanan dan kinerja sangat diutamakan, kualitas  pelayanan  dan kinerja ditentukan 

dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. 

Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, 

demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi. 

Keadaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengadilan Negeri Sinabang 

dapat kami tampilkan dalam matriks sebagai berikut : 
 

Tabel : Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022 

No Nama Jabatan Pangkat/Golongan Pendidikan 

1.  Jamaluddin, SH.,MH Ketua Pembina Tk. I (IV/b) S2 

2.  Alfan Perdana, SH Hakim Penata TK. I (III/d) S1 

3.  M. Novansyah Merta, SH., M.Kn Hakim Penata Muda TK. I (III/b) S2 

4.  Muhammad Aditia, SH. Hakim Penata Muda Tk. I  (III/b) S1 

5.  Ahmad Galih Pratama, S.H Hakim Penata Muda Tk.I (III/b) S1 

6.  Rezki Fauzi, SH Hakim Penata Muda Tk. I  (III/b) S1 

7.  Ayon Aurifan, SH Panitera Penata Tk.I (III/d) S1 

8.  Andi Pranoto, SH Sekretaris Penata  (III/c) S1 

9.  Indra Jaya Kusumah, SH Panmud Perdata Penata  (III/c) S1 

10.  Putri Mawar, SE Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

Penata Muda Tk. I (III/b) S1 

11.  Saflin Jurusita Penata Muda (III/a) SLTA 

12.  Muliadi,, A.Md Panitera Pengganti Penata Muda (III/a) DIII 

13.  Roni Panitera Pengganti Pengatur Muda Tk. I (II/b) SMA 

14.  Wahyu Santosa, SE Staf Pelaksana sub bagian 

kepegawain ortala 

Penata Muda (III/a) S1 

15.  Bakhtiar, S.P. Staf Pelaksana Subbag  

Perencanaan, TI dan 

Pelaporan 

Penata (III/c) SI 

16.  Romly Simanjuntak, S.H. Analis Perkara Peradilan Penata Muda (III/a) SI 

17.  Muhammad Fadli Rozak, A.Md. Pengelola Perkara Pengatur (II/c) D-III 

18.  Mitra Permana, A.Md Staf Pelaksana Kepaniteraan 

Muda Hukum 

Pengatur Tk. I (II/d) D-III 

19.  Purnamawati Staf Pelaksana Subbag 

Umum dan Keuangan 

Pengatur (II/c) SMA 

20.  Tiara Cindy. A. Md Arsiparis Pelaksanaan Pengatur (II/c) DIII 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

 

Dari data diatas terdapat jabatan yang kosong dibagain Kepaniteraan terdiri : 

1. Kepaniteraan Muda Pidana. 

2. Kepaniteraan Muda Hukum. 
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Pada bagian kesekretariatan jabatan yang koson terdiri dari : 

1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

2. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan 

Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut : 

Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan. 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

 

 

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan 

Pendidikan adalah sebagai berikut : 

Grafik 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan. 
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Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana  

Berikut disajikan perbandingan Jumlah Hakim, Tenaga Kepaniteraan dan 

Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 

2022. 

 

Grafik 3 : Perbandingan Jumlah Sumber daya Manusia berdasarkan Tenaga Teknis dan Non 

Tekni 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

keterangan :  
Hakim    : 6 personel 
Tenaga kepaniteraan  : 7 personel 
Tenaga kesekretariatan : 7 personel 
 
 

Grafik 4 : Perbandingan Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Gender. 

 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

Laki-Laki, 17 

Wanita, 3 

Perbandingan SDM Berdasarkan Gender 

Laki-Laki

Wanita

Hakim 6 

Tenaga 
kepaniteraan 7 

Tenaga 
kesekretariatan 7 

Perbandingan Jumlah Sumber Daya Manusia 

Hakim

Tenaga kepaniteraan

Tenaga
kesekretariatan
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Selain Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran 

pada Pengadilan Negeri Sinabang juga dibantu oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) berikut data personel tenaga kontrak di Lingkungan 

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2022 

 

Tabel : Tenaga Kontrak (PPNPN) 

No Nama Tugas Keterangan 

1. Kasmadi Pramubakti  

2. Hairul Mardi Satpam   

3. Suhendi Satpam   

4. Dedi Ardiansyah, S.H. Pramubakti  

5. Harlita, S.H. Pramubakti  

6. Rofinul Ikhwan Pramubakti  

7. Aminsyah, S.E. Pramubakti  

8. Khairuddan Pramubakti  

9. Mulia Raironta, S.Kom Pramubakti  

10. Sahrul Amin Supir  

11. Ahmad Jais Supir  

12. Foni Alfira, S.Pd Pramubakti  

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

- MUTASI  
Pada tahun 2022 mutasi masuk  dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang adalah 

sebagai berikut : 

Tabel : Mutasi Masuk Tahun 2022 

No Nama TMT  Keterangan 

1. BAKHTIAR, S.P. 31 Januari 2022 Instasi Luar 

2. PURNAMAWATI 08 Februari 2022 Instasi Luar 

3. ROMLY SIMANJUNTAK, S.H. 01 April 2022 CPNS 

4. MUHAMMAD FADLI ROZAK, 

A.Md 

01 April 2022 CPNS 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

http://a.md/
http://a.md/
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Pada tahun 2022 yang Pegawai mutasi keluar pada lingkungan Pengadilan Negeri 

Sinabang adalah sebagai berikut : 

Tabel : Mutasi Keluar Tahun 2022 
 

No Nama Tanggal Mutasi keterangan 

1  

 

  

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

 

- PROMOSI  
Data promosi pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022 adalah sebagai 

berikut : 

No Nama Promosi Tanggal 

1. JAMALUDDIN,S.H.,M.H. Dari Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Sinabang ke Ketua 

Pengadilan Negeri Sinabang. 

16 Februari 

2022 

2. SAFLIN Dari Pengadministasi Register 

Perkara Pengadilan Negeri 

Sinabang ke Jurusita Pengganti 

Pengadilan Negeri Sinabang 

17 Januari 2022 

3. MULIADI, A.Md Dari Pengelolaan Perkara 

Pengadilan Negeri Sinabang ke 

Panetera Pengganti pada 

Pegadilan Negeri Sinabang 

24 Februari 

2022 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

- PENSIUN/MENGUNDURKAN DIRI  
Pegawai yang mengundurkan diri pada tahun 2022: 

No Nama Tanggal Keterangan 

1   

 

 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 

N  I  H  I  L 

N  I  H  I  L 
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- DIKLAT 
Untuk memenuhi  standar pelayanan publik tersebut maka Mahkamah Agung 

melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikutsertakan pegawai 

Pengadilan Negeri Sinabang untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat yang berguna bagi 

peningkatan kualitas dan kemampuan kerja. 

Berikut adalah daftar Pegawai  pada Pengadilan Negeri Sinabang yang mengikuti Diklat 

dan Pelatihan pada tahun 2022 : 

Tabel : Berikut Data Diklat sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022 

No Nama Diklat 
Jumlah SDM yang 

diikutsertakan 
Unit Kerja 

1.  

Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan 

Kemaritiman bagi Hakim Peradilan 

Umum Seluruh Indonesia Kerjasama 

MA RI dengan UNODC (Klasikal) 

1 
Pengadilan Negeri Sinabang 

2.  

Bimbingan Teknis Panitera Pengganti 

Tingkat Dasar Se-Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh 

2 
Pengadilan Negeri Sinabang 

3.  

Bimbingan Teknis Kehumasan dan 

Keprotokolan 
3 

Pengadilan Negeri Sinabang 

4.  

Bimbingan Teknis Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu 

Renstra Dan Renja serta Pedoman 

Evaluasi Akip Tahun Anggaran 2022 

4 
Pengadilan Negeri Sinabang 

5.  

Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak Gel. 3 Tahun 2022 
1 

Pengadilan Negeri Sinabang 

6.  

Latihan Dasar CPNS gol. III dan II 

secara Blended Gelombang I Angkatan 

I s.d. IV kerjasama dengan Balai Diklat 

Keagamaan Medan Tahun 2022 

1 
Pengadilan Negeri Sinabang 

7.  

Latihan Dasar CPNS gol. III dan II 

secara Blended Gelombang II 

Angkatan I s.d. V kerjasama dengan 

Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 

2022 

1 
Pengadilan Negeri Sinabang 

8.  Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja 1 
Pengadilan Negeri Sinabang 
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dan Evaluasi SAKIP se-wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 

2022. 

9.  

Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 

(empat) Peradilan Seluruh Indonesia 
4 

Pengadilan Negeri Sinabang 

10.  

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional 

Arsiparis di Lingkungan MA RI 
1 

Pengadilan Negeri Sinabang 

11.  

Pelatihan Muatan Lokal Administrasi 

Umum bagi Peserta Latsar CPNS Gel. II 

Gol. II Angkatan 1 s.d 14 Secara Online 

dari Tempat Tugas 

1 
Pengadilan Negeri Sinabang 

12.  

Pelatihan Online Penyelenggaraan 

Reformasi Birokrasi Angkatan 1 s.d. 5 

dari Tempat Tugas Tahun 2022 

1 Pengadilan Negeri Sinabang 

13.  
e-learning Pejabat Pembuat Komitmen 
Angkatan X 

1 Pengadilan Negeri Sinabang 

 

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. 
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BAB . V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI. 

A. Pengelolaan Keuangan   
Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan 

keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan 

DIPA Tahun 2022 

1. Keuangan Perkara 

Berikut disajikan laporan keuangan perkara perdata periode januari – desember 2022 

Tabel : Laporan Keuangan Perkara periode januari - Desember Tahun 2022 

No 
Nama jenis 

Penerimaan/pengeluaran 
Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir 

1.  Saldo Awal 6.657.520,-    

2.  Penerimaan  31.325.000,-   

3.  Pengeluaran   31.615.000,-  

 Jumlah 6.657.520,- 31.325.000,- 31.615.000,- 6.367.520,- 

Sumber data : Kepaniteraan Muda Perdata 

2. Laporan Keuangan DIPA 

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sinabang  memperoleh anggaran 

sebesar Rp.3.894.886.000,- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk anggaran 

DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 33.950.000,- 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan  Satuan Kerja 

dengan Nilai IKPA  kategori  sempurna pada semester I dan peringkat ke II IKPA Pagu 

Sedang pada satker di Lingkup KPPN Meulaboh  periode semester II Tahun 2022. 
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TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 01 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2022 

Rp. % Rp. %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3.894.886.000,00 3.850.027.836,00 98,85 44.858.164,00 1,15

PEMBAYARAN  GAJI DAN TUNJANGAN 2.258.585.000              2.252.741.787                       99,74 5.843.213,00 0,26

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR
1.626.301.000              1.587.286.049                       

97,60 39.014.951,00 2,40

BELANJA MODAL 10.000.000                    10.000.000                             100,00 0,00 0,00

Sisa Dana
No Uraian Pagu DIPA

Realisasi

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 03 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2022 

Rp. % Rp. %

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 33.950.000,00     33.526.500,00     98,75 423.500,00 1,25

Pos Bantuan Hukum 19.200.000,00     19.200.000,00     100,00 0,00 0,00

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan 

ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu
14.750.000,00     14.326.500,00     97,13 423.500,00 2,87

Sisa Dana 
NO Uraian Pagu DIPA

Realisasi

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.  
1. Sarana dan Prasarana Gedung 

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang dibangun di atas tanah seluas 7,322 m² 

dengan luas Bangunan Gedung Kantor . Pada halaman depan gedung kantor 

terdapat pos jaga seluas 6 m² dan tempat parkir kendaraan roda 4 (empat).  

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang terdiri dari 2 (dua) lantai, dengan 

penataan ruangan-ruangan sebagai berikut : 
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a. Lantai 2 

1. Ruang Kerja Ketua, dilengkapi dengan toilet dan AC; 

2. Ruang Kerja Wakil Ketua, dilengkapi dengan toilet dan AC; 

3. Ruang Kerja Hakim, dilengkapi dengan toilet dan AC;  

4. Ruang Panitera, 

5. Ruang Sekretaris  

6. Ruang rapat; 

7. Ruang Panitera Pengganti; 

b. Lantai 1 

1. Ruang Sidang Cakra, 

2. Ruang sidang anak; 

3. Ruang tahan dewasa 

4. Ruang  tahan anak; 

5. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana 

6. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 

7. Ruang Panitera Hukum; 

8. Ruang  Sub Bagian PTIP; 

9. Ruang Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana; 

10. Ruang Subbag Umum dan Keuangan; 

11. Kamar Mandi Staf terdiri dari kamar mandi perempuan dan laki-laki 

yang terletak di sisi kiri dan kanan. 

12. Ruang Jaksa; 

13. Ruang Pos Pelayanan Hukum; 

14. Ruang Pustaka; 

15. Kamar Mandi Pengunjung Pria dan wanita yang terletak bagian di sisi 

kiri dan kanan. 

16. Mushallah. 

17. Ruang Tunggu pengunjung sidang. 

18. Ruang Layanan Terpadu satu Pintu. 

Tabel : Aset Tanah dan Bangunan. 

No Nama Aset Jumlah Keterangan 

1. Tanah 7 Aset tanah telah bersertifikat 

seluruhnya An. Pemerintah RI 

Cq. Mahkamah Agung RI 

2. Bangunan Gedung Kantor 1 Digunakan untuk gedung kantor 
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Permanen 

3. Bangunan Rumah Dinas Tipe C 13 Digunakan untuk rumah dinas 

hakim dan pegawai 

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sinabang 

antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana 

dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang adalah : 

Tabel : Sarana dan Prasarana Gedung. 

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan 

1 Ruang Ketua 1  

2 Ruang Wakil Ketua 1  

3 Ruang Hakim 1  

4 Ruang Panitera 1  

5 Ruang Sekretaris 1  

6 Ruang Sidang Umum 1  

7 Ruang Sidang Anak 1  

8 Ruang Panmud 3  

9 Ruang Kasubbag 3  

10 Ruang IT/server 1  

11 Ruang Jaksa  1  

12 Ruang Mediasi/Diversi 1  

13 Ruang Tahanan 4  

14 Ruang Laktasi 1  

15 Ruang Posbakum 1  

16 Ruang Rapat 1  

17 Ruang Arsip 1  

18 Ruang Pustaka 1  

19 Ruang Jurusita 1  

20 Ruang Panitera Pengganti 1  

 Sarana/prasarana Fasilitas perkantoran kantor   

1 Computer 9 Baik 

2 Laptop 6 Baik  

3 Printer 12 Baik 

4 Server 1 Baik 

5 Reuter 1 Baik 

6 Ac 12 Baik  
Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan. 
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Tabel : Kendaraan Dinas. 

N

o 

Uraian Tahun 

Peroleha

n 

Kondisi Keterangan 

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

I Jenis kendaran roda 4 4     

1 Toyota Innova (Luxury) 2014 1 - - DIPA Satker  

2 Toyota Innova (seri E)  2006 - 1 - DIPA Satker 

3 New Avanza  2012 1 - - DIPA Satker 

4 Daihatsu Taruna 2006 - - 1 Hibah Pemda 

Kab. Simeulue 

II Jenis kendaraan Roda 2 1 - 1 -  

1 Honda Astrea Grand 2006 - - 1  

2 Honda GLP Max 1996 - - 1  

3 Honda MCB 1996 - - 1  

4 Honda Supra x 2005 - 1 -  

5 Honda Supra 2006 1 - -  

7 Honda Blade 2013 1 - -  

8 Honda Blade  2015 1 - -  

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Tabel : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Sinabang. 
No Uraian Jumlah Kondisi Keterangan 

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

I Rumah Dinas 13     

1 Rumah Dinas Ketua 1 - 1 -  

2 Rumah Dinas Wakil 

Ketua 

1 - 1 -  

3 Rumah Dinas Hakim 9 - 9 -  

4 Rumah Dinas Panitera 1 - 1 -  

5 Rumah Dinas  Sekretaris  1 - 1 -  
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C.  PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI . 
 

- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum. 

Guna menunjang implementasi E-court Pengadilan Negeri Sinabang telah menyiapkan 

sarana dan prasarana berupa meja Layanan Ecourt berupa Pojok Layanan Ecourt, 

melakukan sosialisasi melalui media website dan akun resmi media sosial Pengadilan 

Negeri Sinabang. 

 

Gambar : Website Sebagai Sarana Informasi Ecourt. 

dan memberikan informasi ecourt melalui media sosial dan website Pengadilan Negeri 

Sinabang melakukan sosialisasi internal ecourt, kegiatan layanan ecourt  tertuang dalam 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang Pengelolaan Meja Informasi 

dan Pojok Ecourt. Berikut disampaikan implementasi penerapan ecourt di Pengadilan 

Negeri Sinabang. 

Tabel : Jumlah Perkara Masuk yang didaftarkan Melalui E-court tahun 2022. 

No Jenis Perkara 
Jumlah Perkara Masuk yang 

didaftarkan melalui E-Court 

1 Gugatan 2 

2 Gugatan sederhana 2 

3 Permohonan  5 
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- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum. 

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya 

pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan 

peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya 

keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi 

Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. 

 

 

Gambar : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP). 

 

Gambar : Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP 
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Pada tahun 2022 bandwith Internet 80 Mbps internet Dedicated demi meningkatkan 

konektifitas akses terhadap aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah 

Agung RI termasuk SIPP. Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri 

Sinabang adalah sebagai berikut : 

Tabel : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya 

Tahun 2022 

 
No 

Satuan 

Kerja 

Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya 

Internet Server PC Laptop Printer 
Access 

Point 
Router 

Switch 

Hub 

Layar 

Informasi 
KiosK 

1 PN Sinabang 80 

Mbps 

Internet 

Dedicated 

2 12 9 15 8 1 1 1 

 

1 

 Data tersebut merupakan perangkat IT yang dalam kedaan kondisi baik. 

 

Gambar : Server Penunjang SIPP. 
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Bab. V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

- Akreditasi Penjaminan Mutu. 
Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan mewujudkan performa / kinerja Peradilan Indonesia 

yang unggul / prima (Indonesian Court Performance Excellent – ICPE). 

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2018 telah terakreditasi dengan nilai A “excellent” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. 

 

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan melalui satu pintu. 

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. 

2. Mempersingkat proses pelayanan. 

3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau. 

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas 
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kepada masyarakat.  

Pengadilan Negeri Sinabang telah menerapkan PTSP beserta 

aplikasi PTSP-nya sehingga dapat menyederhanakan prosedur 

pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

diterapkannya PTSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sinabang. 

- Inovasi Pelayanan Publik. 
Guna memberikan Pelayanan Publik yang Prima pengadilan Negeri Sinabang 

melakukan inovasi berupa Aplikasi Denda Tilang Berbasis Web dan Aplikasi OM 

Tampan yaitu aplikasi pengajuan Izin sita dan penggeledahan.  

1. Aplikasi Informasi Tilang 

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggar lalulintas mengetahui 

besaran denda tilang yang telah diputus oleh Pengadilan tanpa harus datang ke 

Pengadilan para pelanggar lalu lintas cuku mengakses alamat http://tilang.pn-

sinabang.go.id/ dari gadget yang terhubung dengan koneksi internet.  

 

 

http://tilang.pn-sinabang.go.id/
http://tilang.pn-sinabang.go.id/
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Gambar : Aplikasi  Informasi Tilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Aplikasi  Informasi Tilang. 

 

Aplikasi ini menindaklanjuti Tata cara sidang dan pembayaran denda tilang sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Pasal 4 dijelaskan “Perkara 

pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya 

pelanggar”. 
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2. Aplikasi OM Tampan dan Aplikasi E- Berpadu. 

A. Aplikasi OM Tampan 

 

Aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai aplikasi pengajuan  izin Penyitaan 

dan penggeledahan, dengan aplikasi ini pengajuan izin penyitaan dan penggeledahan 

lebih efisien pihak penyidik tidak perlu bolak balik kepengadilan untuk mendapatkan 

surat izin penggeledahan dan penyitaan, penyidik juga dapat memonitor proses 

penerbitan izin penggeledahan dan penyitaan melalui aplikasi OM Tampan. 

 

Gambar Aplikasi OM Tampan 
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B. Aplikasi E- Berpadu 
 
 

 
 

Berdasarkan  Nota Kesepahaman nomor: 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 

21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah  Agung RI nomor: 

99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022  tentang  Implementasi Aplikasi 

e-Berpadu, serta sehubungan dengan  telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu 

pada seluruh  Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga 

Penegak Hukum (LPH) bahwa : 

a. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat 

mengajukan permohonan 

pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI; 

b. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk 

Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin 

LPH melalui 

satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing; 

c. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan 

termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, dapat 

mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja 

Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing;.  
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Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang telah mengsosialisasikan Aplikasi E-

Berpadu ke pada Instasi Penegak Hukum di wilayah hukum Kabupaten Simeulue dan 

telah merealisasikan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana melalui 

Inovasi pelayanan  Aplikasi e-Berpadu( Elektronik Berkas Pidana Terpadu).  

Yang dimaksud Aplikasi E-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak 

Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 

Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Lapas,Satpol PP dan 

WH) . Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

 Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik 

 Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan 

 Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan 

 Pengajuan Perpanjangan Penahanan 

 Penangguhan Penahanan 

 Permohonan Pembantaran Penahanan 

 Permohonan Penetapan Diversi 

 Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti 

 Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang 

ke Pengadilan 

 

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana 

dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi 

layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

A. Internal. 
 

Pengawasan yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus 

menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan 

represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan 

rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pada Pengadilan Negeri Sinabang sendiri pengawasan telah dilakukan secara rutin 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Wakil Ketua Pengadilan  Negeri Sinabang 

Nomor W1-U9/150/KP.04.11/2/2022 Tentang Hakim Pengawas. 

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sinabang dilakukan secara internal untuk 

kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi atas temuan internal tersebut. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: KMA/ 080 / SK / VIII / 

2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah 

pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi 

pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan 

yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / 

VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, 

tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut : 

Maksud Pengawasan : 

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan, pengelolaan 

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan 

tugas-tugas peradilan. 

c. Untuk mecegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan 

penyelenggaraan peradilan. 

d. Untuk menilai kinerja. 

 

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan 

untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas 

pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. 
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Fungsi Pengawasan : 

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana 

mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang 

meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya 

berperkara yang murah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 

080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu 

Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. 

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya 

tersebut berjalan secara efekif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. 

- Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan 

kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan 

fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sinabang, yang 

berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat 

adalah : 

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama. 

2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan. 

3. Seluruh Pejabat Struktural. 

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan 

Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan 

mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat 

(Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan 

Negeri Sinabang, Nomor W1.U9/101/KP.04.11/1/2022  Tentang Hakim Pengawas, Hakim 

Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai 

berikut : 

No Nama Jabatan Hakim Pengawas 

1 Alfan Perdana, SH HAKIM 1. Subbag Kepegawaian 
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dan Ortala; 

2. Subbag PTIP. 

2.  Muhammad Aditia, SH HAKIM Kepaniteraan Muda 

Perdata. 

3. M. Novansyah Merta, SH., M.Kn HAKIM Kepaniteraan Muda 

Hukum. 

4. Ahmad Galih Pratama, SH HAKIM Kepaniteraan Muda 

Pidana. 

5. Rezki Fauzi, SH HAKIM Subbag Umum dan 

Keuangan; 

 

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik setiap bulan menyampaikan 

laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Sinabang.  

Selain adanya pengawasan secara internal Pengadilan Negeri Sinabang juga menerima 

pengaduan melalui email, kotak pengaduan dan pengaduan melalui aplikasi SIWAS 
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B. MONITORING DAN EVALUASI 
 

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada 

kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan 

keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat 

kualitatif. 

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang secara rutin melaksanakan Apel setiap hari Senin 

Pagi dan hari Jum’at Sore serta melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri 

Sinabang melalui Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya Rapat bulanan 

selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas 

mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk 

silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri 

Sinabang. 

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sinabang dengan sistem 

Mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu ke-1, yang dipimpin 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang. 
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BAB. VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  
Pengadilan Negeri Sinabang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan 

pencari keadilan dengan memberikan layanan berupa kemudahan memperoleh 

informasi mengenai Pengadilan Negeri Sinabang melalui Website resmi Pengadilan 

Negeri Sinabang www.pn-sinabang.go.id, kemudahan dalam mendapatkan informasi 

mengenai jadwal sidang, proses perkara melalui aplikasi penelusuran perkara dengan 

mengakses www.sipp.pn-sinabang.go.id, direktori putusan Pengadilan Negeri Sinabang, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menyediakan pelayanan POSBAKUM bagi 

masyarakat. 

B. REKOMENDASI  
Pelayanan Pengadilan Negeri Sinabang terhambat oleh 3 (tiga) hal yaitu : 

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)Pegawai Negeri Sipil; 

2. Kurangnya jaminan keamanan Kantor Pengadilan Negeri Sinabang, oleh karena 

belum adanya pagar sisi kiri, sisi kanan gedung kantor serta bagian belakang gedung 

kantor. 

3. Sarana persidangan penunjang persidangan secara elektronik masih kurang 

memadai. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut di harapkan untuk segera adanya : 

1. Penambahan jumlah pegawai, disertai system promosi dan mutasi berkala agar 

terjadi penyegaran pegawai. 

2. Penambahan anggaran belanja modal peningkatan sarana dan prasarana. 

Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

http://www.sipp.pn-sinabang.go.id/
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SINABANG

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 17-01-23 11:31:01 oleh : 098586

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No BA-Satker Nama Satker KPPN Ket

Jenis Belanja

Total

Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah Bansos Lain-lain Transfer

1 005-098586
PENGADILAN NEGERI
SINABANG

003

PAGU
REALISASI
PERSENTASE

2,258,585,000
2,252,191,223

(99.72%)

1,631,301,000
1,592,286,049

(97.61%)

10,000,000
10,000,000
(100.00%)

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

3,899,886,000
3,854,477,272

(98.84%)

SISA 6,393,777 39,014,951 0 0 0 0 0 0 0 45,408,728

TOTAL

PAGU
REALISASI

PERSENTASE

2,258,585,000
2,252,191,223

(99.72%)

1,631,301,000
1,592,286,049

(97.61%)

10,000,000
10,000,000
(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

3,899,886,000
3,854,477,272

(98.84%)

SISA 6,393,777 39,014,951 0 0 0 0 0 0 0 45,408,728

LAMPIRAN I 

DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 

DIPA 01 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SINABANG

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 17-01-23 11:09:38 oleh : 099186

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01     s.d. 12    

No BA-Satker Nama Satker KPPN Ket

Jenis Belanja

Total

Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah Bansos Lain-lain Transfer

1 005-099186 PENGADILAN NEGERI SINABANG 003

PAGU
REALISASI
PERSENTASE

0

0.00%

33,950,000
33,526,500

(98.75%)

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

33,950,000
33,526,500

(98.75%)

SISA 0 423,500 0 0 0 0 0 0 0 423,500

TOTAL

PAGU
REALISASI

PERSENTASE

0

(0.00%)

33,950,000
33,526,500

(98.75%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

33,950,000
33,526,500

(98.75%)

SISA 0 423,500 0 0 0 0 0 0 0 423,500

LAMPIRAN II 

DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 

DIPA 03 



LAMPIRAN III 
PENGHARGAAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN IV 

DAFTAR ASET SIMAK BMN 

















 
LAMPIRAN V 

SCREENSHOT TAMPILAN ECOURT DAN SIPP  

 

  



  



  

LAMPIRAN VI 
AKREDITASI 



 

  

LAMPIRAN VII 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



  

LAMPIRAN VIII  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK 



 



LAMPIRAN IX 

SK HAKIM PENGAWAS BIDANG 









LAMPIRAN X 

LAPORAN POSBAKUM


















































